
 

 

 

 

 

 

BUPATI KAIMANA  

PROVINSI PAPUA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI KAIMANA 

NOMOR 40 TAHUN 2023  

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAIMANA, 
 

Menimbang  :       bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, dan berdasarkan hasil Fasilitasi Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 
2024 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana 
Tahun 2024; 

 
Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6697); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten 
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, 
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk 
Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, 

SALINAN 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4245); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan PERPU 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2207 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6178); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2005-2025; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaimana 
Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana 
Tahun 2022 Nomor 47); 

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan Daerah 
Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang 



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39); 

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Kaimana Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kaimana Nomor 21). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :    PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024. 

 
Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Kaimana.  

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.  

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian 
dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDA 
LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten 
Kaimana. 

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut  
Kepala BAPPEDA LITBANG adalah Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan 

Pengembangan Kabuupaten Kaimana. 
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kaimana. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana 
pembangunan tahunan Daerah. 

10. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD 
adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) 

tahun.  
11. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat 

dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, 
perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.  

12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya 
disebut RKA- OPD adalah dokumen perencanaan dan 



penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan OPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program 
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan RKA- OPD sebelum disepakati 
dengan DPRD.  

14. Kebijakan Umum OPD yang selanjutnya disebut KUA OPD 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.  

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah Kabupaten Kaimana untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 
tahun 2026.  

 
Pasal 2 

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana 

Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten 

Kaimana Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 

dimulai  1  Januari  2024  dan  berakhir  tanggal 31 

Desember 2024. 

(2) RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2024 merupakan RKPD 

tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaimana 2021-

2026 yang disusun dengan memperhatikan visi  dan misi 

Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. 

(3) RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan: 

a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja 

(Renja OPD) Tahun 2024. 

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 

Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 

yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan 

Rancangan APBD Kabupaten Kaimana Tahun 

Anggaran 2024. 

 

Pasal 3 

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten 

Kaimana Tahun Anggaran 2024: 

a. Pemerintah Kabupaten Kaimana menggunakan RKPD 

Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan Rancangan 

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kaimana. 

b. Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD 

Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dalam melakukan 



pembahasan RKA OPD Tahun 2024 dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana. 

 
Pasal 4 

(1) OPD membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan 

atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang 

berisi uraian tentang keluaran (output), hasil (outcomes), 

dampak (impact) dan manfaat (benefit) serta capaian 

kinerja dari setiap program dan kegiatan berdasarkan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan 

kepada Kepala BAPPEDA LITBANG dan Kepala BPKAD 

paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya 

triwulan yang bersangkutan. 

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan 

program, kegiatan dan anggaran tahun berikutnya yang 

diajukan oleh OPD yang bersangkutan. 

 
Pasal 5 

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kaimana menelaah 

kesesuaian antara RKA-OPD Tahun 2024 hasil pembahasan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana 

dengan RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2024. 

 

Pasal 6 

RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2024 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pasal 7 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana. 

 

Ditetapkan di Kaimana 

Pada tanggal 27 Juni 2023  

BUPATI KAIMANA, 

      CAP/TTD 

  FREDDY THIE 

Diundangkan di Kaimana 

Pada Tanggal 27 Juni  2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, 

CAP/TTD 
DONALD RAIMOND WAKUM 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 416 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

 

 

MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH 

Penata TK I 

Nip. 19780605 200603 1 001 

 
 
 
 
 


